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ABSTRAK

Tesis yang berjudul “Akta Perjanjian Perkawinan sebelum dan pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015”, mengkaji permasalahan/isu hukum
mengenai waktu pembuatan dan pengesahan Perjanjian Perkawinan dan akibat
hukum pemberlakuan Perjanjian Perkawinan serta perubahan dan pencabuan
Perjanjian Perkawinan sebelum dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor
69/PUU-XI11/2015. Landasan Teori yang dipakai dalam penelitian tesis ini adalah Teori
Nilai Dasar Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu Teori Kepastian
Hukum, teori Kemanfaatan Hukum, dan Teori Keadilan. Jenis penelitian yang
dilakukan menggunakan penelitian Normatif didukung penelitian Empiris, dengan
menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (statue Approach), Pendekatan
Konseptual (conceptuan approach), Pendekatan Sejarah Hukum (Historical
Approach), Pendekatan Perbandingan (Comperative Approach). Bahan hukum
penelitian yang digunakan adalah bahan penelitian kepustakaan (bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier) dan bahan penelitian lapangan
(wawancara). Penarikan kesimpulan menggunakan metoda deduktif-induktif. Hasil
Penelitian dan Kesimpulan yang diperoleh adalah adanya perluasan Waktu
pembuatan dan Pengesahan Perjanjian Perkawinan yaitu perjanjian perkawinan dapat
di buat pada waktu sebelum, pada saat perkawinan dilangsungkan, dan pada saat
perkawinan berlangsung dan pengesahan perjanjian perkawinan yang dapat
disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Notaris. Selanjutnya adanya perluasan
pemberlakuan Perjanjian Perkawinan yang dapat berlaku 2 alternatif;, pertama
berlaku pada saat perkawinan berlangsung dan berlaku pada saat perjanjian
perkawinan dibuat. Kemudian adanya perluasan yaitu dapat dicabutnya Perjanjian
Perkawinan.

Kata kunci : Perkawinan, Perjanjian Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi.
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AEBSTRACT

The tittle of this research is “Marriage Agreement Certificate Before and After the
Constitutional Court’s Decision 69/PUU-XIII/2015”, review the problems/issues of law
about the time of manufacture and the validation of marriage agreement and the
consequence of enforcement marriage agreement with a change and revocation the
marriage agreement before and after the Constitutional Court’s Decision 69/PUU-
XIII/2015. The theoretical fondation used in this thesis research was Basic Legal Value
Theory that stated by Gustav Radburch, namely theory theory of legal Certainty,
theory of legal benefit, and theoty of justice. The types of research used normative
support by empirical research, through statue approach, conceptual approach,
historical approach, and comparative approach. The research meterial used library
research (primary legal material, secondary legal material, tertiary legal material)
and field research mateial (interview). The conclusion used deductive-inductive
method. The research result and the conclusion obtained that there was an expansion
of manufacturing time and the validation of marriage agreement that can be made
before, at the time, and during marriage that can be authorized by Marriage Registrar
Employee or Notary. Next, there was an expansion of enforcement marriage
aggrement that can applied by two alternatives; first, during marriage and second, at
the time of marriage agreement made. Then, there was an expansion that marriage
aggrement can be removed.

Key words: Marriage, Marriage Agreement, Constitutional Court’s Decision.
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ABSTRAK

Tesis yang berjudul “Akta Perjanjian Perkawinan sebelum dan pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015”, mengkaji permasalahan/isu hukum
mengenai waktu pembuatan dan pengesahan Perjanjian Perkawinan dan akibat
hukum pemberlakuan Perjanjian Perkawinan serta perubahan dan pencabuan
Perjanjian Perkawinan sebelum dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor
69/PUU-XIII/2015. Landasan Teori yang dipakai dalam penelitian tesis ini adalah Teori
Nilai Dasar Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu Teori Kepastian
Hukum, teori Kemanfaatan Hukum, dan Teori Keadilan. Jenis penelitian yang
dilakukan menggunakan penelitian Normatif didukung penelitian Empiris, dengan
menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (statue Approach), Pendekatan
Konseptual (conceptuan approach), Pendekatan Sejarah Hukum (Historical
Approach), Pendekatan Perbandingan (Comperative Approach). Bahan hukum
penelitian yang digunakan adalah bahan penelitian kepustakaan (bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier) dan bahan penelitian lapangan
(wawancara). Penarikan kesimpulan menggunakan metoda deduktif-induktif. Hasil
Penelitian dan Kesimpulan yang diperoleh adalah adanya perluasan Waktu
pembuatan dan Pengesahan Perjanjian Perkawinan yaitu perjanjian perkawinan dapat
di buat pada waktu sebelum, pada saat perkawinan dilangsungkan, dan pada saat
perkawinan berlangsung dan pengesahan perjanjian perkawinan yang dapat
disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Notaris. Selanjutnya adanya perluasan
pemberlakuan Perjanjian Perkawinan yang dapat berlaku 2 alternatif; pertama
berlaku pada saat perkawinan berlangsung dan berlaku pada saat perjanjian
perkawinan dibuat. Kemudian adanya perluasan yaitu dapat dicabutnya Perjanjian
Perkawinan.

Kata kunci : Perkawinan, Perjanjian Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi.



ABSTRACT

The tittle of this research is “Marriage Agreement Certificate Before and After the
Constitutional Court’s Decision 69/PUU-XIII/2015”, review the problems/issues of law
about the time of manufacture and the validation of marriage agreement and the
consequence of enforcement marriage agreement with a change and revocation the
marriage agreement before and after the Constitutional Court’s Decision 69/PUU-
XII1/2015. The theoretical fondation used in this thesis research was Basic Legal Value
Theory that stated by Gustav Radburch, namely theory theory of legal Certainty,
theory of legal benefit, and theoty of justice. The types of research used normative
support by empirical research, through statue approach, conceptual approach,
historical approach, and comparative approach. The research meterial used library
research (primary legal material, secondary legal material, tertiary legal material)
and field research mateial (interview). The conclusion used deductive-inductive
method. The research result and the conclusion obtained that there was an expansion
of manufacturing time and the validation of marriage agreement that can be made
before, at the time, and during marriage that can be authorized by Marriage Registrar
Employee or Notary. Next, there was an expansion of enforcement marriage
aggrement that can applied by two alternatives; first, during marriage and second, at
the time of marriage agreement made. Then, there was an expansion that marriage
aggrement can be removed.

Key words: Marriage, Marriage Agreement, Constitutional Court’s Decision.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai naluri untuk hidup
bersama serta berinterksi bersama. Perkawinan sebagai salah satu
peristiwa hukum menjadi kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan
lahiriah maupun batiniah. Kebutuhan lahiriah tersebut merupakan
naluri manusia untuk mempunyai keturunan yang sah yang bersifat
biologis. Kebutuhan batiniah meliputi hasrat manusia untuk hidup
berpasang-pasangan membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah
tangga yang rukun dan harmonis serta kekal.

Perkawinan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara pria
dan wanita, yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan
dihalalkan hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga
sakinah. Hal tersebut terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan
yang menjelaskan Perkawinan adalah :

“Sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang
perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa”.!

Sedangkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan

menurut hukum islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat

'Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



atau mitssagan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah.?

Perkawinan merupakan perikatan suci. Perikatan tidak dapat
melepaskan dari agama yang dianut suami-istri. Perkawinan salah satu
perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan
untuk membentuk keluarga.®

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan dilakukan menurut
hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatat
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu
perkawinan yang sah menimbulkan harta benda perkawinan. Harta
atau kekayaan dalam perkawinan diperlukan guna memenuhi segala
keperluan yang dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga.

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mengikat antara
seorang pria dengan seorang wanita (suami-istri) yang mengandung
nilai ibadah kepada Allah disatu pihak dan di pihak lainnya
mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan
kewajiban antara suami istri.*

Hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan itu, salah

satunya adalah yang berkaitan dengan harta benda perkawinan. Harta

®Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

*Rosnidar Sembiring. 2016. Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam
Perkawinan. Hlm. 43. Depok: Rajagrafindo Persada.

*H. Zainuddin Ali. 2014. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Hlm. 51. Jakarta:
Sinar Grafika.



benda perkawinan merupakan harta yang diperoleh suami dan atau
isteri dalam perkawinan yang ditujukan untuk mencukupi kebutuhan
keluarga yang telah dibina, dalam hal ini tidak ditentukan pihak mana
yang lebih banyak menghasilkan kekayaan karena masing-masing
pihak mempunyai kewajiban bersama untuk mencari penghasilan guna
mewujudkan kesejahteraan keluarga.®

Hak dan kedudukan suami-istri dalam kehidupan rumah tangga
maupun masyarakat adalah seimbang. Suami-istri dapat melakukan
perbuatan hukum dalam kerangka hubungan hukum tertentu. Suami
berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri berkedudukan
sebagai ibu rumah tangga.®

Dengan adanya suatu perkawinan akan menimbulkan akibat
hukum yang cukup luas terhadap suami dan istri mulai pada saat
perkawinan, selama perkawinan maupun setelah perkawinan. Salah
satu akibat hukum yang timbul dalam perkawinan adalah adanya harta
kekayaan dalam perkawinan.

Harta Kekayaan dalam perkawinan di atur pada undang-undang
nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga di dalam Kompilasi
Hukum Islam pada Buku I, aturan ini dibuat untuk memperjelas status

harta dalam perkawinan, kedua peraturan ini menyatakan bahwa harta

®Sonny Dewi Judiasih. 2015. Harta Benda Perkawinan. Hlm. 5. Bandung: Refika
Aditama.
®Rosnidar Sembiring. Op.Cit. Hlm. 53. Depok: Rajagrafindo Persada.



dalam perkawinan dibagi menjadi dua macam yaitu, harta bawaan dan
harta bersama.’
1. Harta Bawaan
Harta Bawaan adalah harta yang dikuasai masing-masing
pemiliknya yaitu suami dan istri. Masing-masing suami atau istri
berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai
harta bendanya.®
Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pada pasal 35 ayat 2
menyebutkan Harta bawaan dari masing-masing suami-istri dan
harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau
warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang
para pihak tidak menentukan lain. Mengenai harta bawaan masing-
masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk
melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.®
Didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 87 ayat 1 menyatakan
bahwa: “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan
harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan
adlah di bawah penguasaan masing-masing. Sepanjang para pihak
tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

2. Harta bersama

TAulia Muthia. 2017. Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga. Hlm. 131.
Yogyakarta: Pusaka Baru.

8Rosnidar Sembiring. Op.Cit. Hlm. 97. Depok: Rajagrafindo Persada.

°Ibid., Hlm. 133.



Bahwa harta bersama adalah apabila akad nikah terlaksana,
maka secara otomatis terjadi harta bersama atau disebut harta gono-
gini.!® Harta Bersama merupakan segala harta yang diperoleh oleh
suami atau istri sepanjang perkawinan kecuali yang diperoleh karena
hibah atau warisan. Maksudnya harta yang diperoleh oleh suami-istri
sepanjang perkawinan berlangsung sampai terjadinya perceraian.'!

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pada pasal 35 ayat 1
menyebutkan Harta benda yang diperoleh selama Perkawinan menjadi
Harta Bersama.

Harta Bersama itu sendiri menurut Kompilasi Hukum Islam,
sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 huruf f adalah: “Harta kekayaan
dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik
sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan
perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa
mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.”

Terhadap harta bersama ini suami ataupun istri hanya dapat
bertindak apabila terdapat persetujuan dari kedua belah pihak,
dengan kata lain suami baru dapat bertindak atas harta bersama

apabila telah mendapatkan persetujuan dari pihak istri, demikian juga

°Dedi Susanto. 2011. Kupas Tuntas Masalah Harta Gono Gini. Hlm. 130.
Yogyakarta: Pustaka Yutisia.
'H. Zainuddin Ali. Op.Cit. Hlm. 56. Jakarta: Sinar Grafika.



istri baru dapat betindak atas harta bersama apabila telah
mendapatkan persetujuan dari pihak suami. '?

Selain beberapa peraturan di atas dijelaskan pula dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 119 mengenai
pengertian harta bersama menyatakan sebagai berikut:

“Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah

persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar

mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan
lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan
atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri.”

Pengaturan harta dalam Perkawinan merupakan sebuah dilema
tersendiri, karena tidak jarang dari Harta Perkawinan sering
menimbulkan perselisihan dalam pemakaiannya, baik yang dilakukan
oleh suami maupun sebaliknya. Apabila terjadi putusnya perkawinan
akibat perceraian atau kematian maka harta bersama tidak jarang
menjadi masalah yang sangat sulit dalam pembagiannya, dan tidak
jarang menjadi masalah yang berlarut-larut.

Untuk menghindari hal-hal yang meresahkan yang mungkin
timbul dikemudian hari, sebenarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan telah memberikan solusi yaitu dengan
melakukan Perjanjian Perkawinan.

Mengenai Perjanjian Perkawinan ini pelaksanaan diatur dalam

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 , Pasal 29 yaitu:

!2Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua
pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian
tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan,
setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga
sepanjang pihak ketiga tersangkut.

(2) Perjanjian tersebut tidak dapat dipisahkan bilamana melanggar
batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

(3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan
dilangsungkan.

(4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak
dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada
persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan
pihak ketiga.

Perjanjian Perkawinan harus dibuat dalam bentuk tertulis oleh
Notaris, dan dibuat sebelum perkawinan berlangsung, serta mulai
berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian itu dilekatkan
pada akta nikah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
surat nikah, dan perjanjian perkawinan dibuat atas persetujuan atau
kehendak bersama, dibuat secara tertulis, disahkan oleh pegawai
catatan sipil, serta tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan
kesusilaan.'®

Perjanjian sebagaimana tersebut haruslah dilaksanakan sebelum
perkawinan dilangsungkan dan haruslah dibuat dalam bentuk akta
otentik dimuka Notaris, akta otentik itu sangat penting karena dapat
dijadikan bukti dalam persidangan pengadilan apabila terjadi sengketa
tentang harta bawaan masing-masing. Jika tidak ada Perjanjian

Perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan maka

semua harta suami dan isteri terjadi perbauran. Tentang Perjanjian

*Martiman Prodjohamidjojo. 2002. Hukum Perkawinan Indonesia. Hlm. 30.
Jakarta: Legal Centre Publishing.



Perkawinan ini dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan
sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketentraman umum yang
berlaku dalam masyarakat.'*

Pada 27 Oktober 2016, Mahkamah Konstitusi (MK) telah
mengelurakan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang mana pada
pokoknya telah mengabulkan permohonan uji materi terhadap
ketentuan mengenai Perjanjian Perkawinan yang diatur dalam Pasal 29
ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan (UU Perkawinan). MK mengabulkan permohonan
dari Ike Farida, seorang warga negara Indonesia yang menikah dengan
warga negara Jepang.'®

Kasus bermula pada saat Ike Farida sebagai Pemohon merasa
dirugikan karena perjanjian pembelian rumah susun yang telah
dibatalkan sepihak oleh pengembang karena keberlakuan ketentuan
Pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA, serta Pasal 29 ayat
(1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan. Ike farida
merasa haknya sebagai warga negara hilang atas berlakunya ketentuan
Pasal Tersebut sehingga mengajukan Permohonan Uji Materil.
Pengujian Materiil adalah pengujian Undang-Undang yang berkenaan

dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-

"“Haedah Faradz. Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan. Jurnal Dinamika
Hukum. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Volume. 8
Nomor. 3 tahun 2008.

15pytusan Mahkamah Konstitusi,

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan
/69PUU-XIII 2015.pdf, dikutip pada tanggal 12 Febuari 2018 pukul 8.00 WIB.



http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan%20/69PUU-XIII_2015.pdf
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan%20/69PUU-XIII_2015.pdf

Undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
1945.'

Dengan Putusan MK tersebut, terdapat hal yang menarik untuk
dicermati. Ada 3 poin penafsiran yang diberikan oleh MK terhadap
UUPerkawinan, yang masing-masingnya sebagai berikut :

1. Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan
“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua
pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian
tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan,
setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga
sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi berubah menjadi:

Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan jo. Putusan MK no 69 tahun 20185:
“Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan
perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat
mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai
pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku
juga terhadap pihak ketiga.”

2. Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan
“Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan
dilangsungkan.”

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi menjadi

Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan jo. Putusan MK no 69 tahun 2015:
“Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan
dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian
Perkawinan.”

3. Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan
“Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak
dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada
persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan
pihak ketiga.”

Ibid.



Setelah putusan Mahkamah Konstitusi berubah

Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan jo. Putusan MK no 69 tahun 2015:
“Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat
mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat
diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada
persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau
pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”

Dengan adanya Putusan MK no 69 tahun 2015 Perjanjian
Perkawinan tidak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat
sebelum Perkawinan (prenuptial agreement) tetapi juga bisa dibuat
setelah Perkawinan berlangsung (postnuptial agreement). Serta
tambahan Frasa pada Pasal 29 ayat (1) “disahkan oleh Notaris”.
Perubahan selanjutnya, MK memunculkan alternatif pengesahan
Perjanjian Perkawinan oleh Notaris. Sebelumnya, pengesahan
Perjanjian Perkawinan hanya dapat dilakukan oleh pegawai pencatat
perkawinan, namun melalui Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015
Perjanjian Perkawinan juga dimaknai dapat disahkan oleh Notaris hal
tersebut menimbulkan dilema apakah akta yang dibuat (disahkan) oleh
Notaris telah memenuhi asas publisitas sebagaimana dimaksud agar
Pejanjian Perkawinan tersebut berlaku terhadap pihak ketiga
(kreditur).

Keadaan mengenai kebebasan untuk menentukan masa mulai
berlakunya perjanjian perkawinan memunculkan perdebatan baru.
Dengan tambahan frasa ‘“kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian

Perkawinan” dalam Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan, bagi pasangan



suami-istri yang baru membuat perjanjian perkawinan setelah
perkawinan berlangsung dan tidak mengatur mengenai masa mulai
berlakunya perjanjian mereka, maka perjanjian yang bersangkutan
demi hukum harus dilihat mulai berlaku sejak perkawinan
dilangsungkan.!” Pemberlakuan perjanjian perkawinan yang demikian
itu dapat menimbulkan masalah baru mengenai status harta bersama
yang diperoleh antara rentang waktu tanggal perkawinan sampai
dengan tanggal Perjanjian Perkawinan.

Selanjutnya pengaturan bahwa perjanjian perkawinan boleh
dicabut dan Perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah perkawinanan,
menimbulkan potensi adanya siklus perjanjian perkawinan yang dibuat
lalu dicabut lalu dibuat lagi lalu dicabut dan seterusnya. Hal tersebut
pula dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan Latar Belakang tersebut diatas maka penulis tertarik
untuk meneliti dan mengetahui apakah dampak atas putusan
Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut terhadap perjanjian perkawinan
yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dengan judul “AKTA
PERJANJIAN PERKAWINAN SEBELUM DAN PASCA PUTUSAN

MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015.

"Damian Agata Yuvens. Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. (Critical Analysis on Marital
Agreement in the Decision of Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015). Jurnal
Konstitusi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Vol. 14. No. 4. Desember 2017.



1)

2)

3)

Rumusan Masalah

Bagaimana waktu pembuatan dan pengesahan Perjanjian
Perkawinan sebelum dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi
nomor 69/PUU-XIII/20157

Bagaimana akibat hukum pemberlakuan Perjanjian Perkawinan
sebelum dan pasca putusan Mahkamah konstitusi Nomor 69/PUU-
XIII/2015 terhadap status harta bersama dan pihak ketiga?
Bagaimana pengesahan perubahan dan pencabutan Perjanjian
Perkawinan sebelum dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 69/PUU-XIII/2015?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :

a. Untuk menjelaskan waktu pembuatan dan cara pengesahan
Perjanjian Perkawinan sebelum dan pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015.

b. Untuk menjelaskan akibat hukum pemberlakuan Perjanjian
Perkawinan sebelum dan pasca putusan Mahkamah
Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap status harta
bersama dan pihak ketiga.

c. Untuk menjelaskan bagaimana pengesahan perubahan dan
pencabutan Perjanjian Perkawinan sebelum dan pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 demi

terciptanya kepastian hukum.



2. Manfaat dari penelitian ini:

a. Secara Teorits

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah

wawasan dan kajian terutama memberikan sumbangan

yang berarti bagi perkembangan pengetahuan ilmu

Kenotariatan khususnya dibidang Perjanjian Perkawinan.

b. Secara Praktis

1)

2)

3)

Diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi
pasangan suami istri yang akan atau telah
melangsungkan perkawinan mengenai kemaslahatan
membuat perjanjian perkawinan.

Sebagai masukan yang bermanfaat dalam menjamin
kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum tentang
tanggungjawab Notaris sebagai pejabat pembuat Akta
Perjanjian Perkawinan, Pegawai Pencatat Perkawinan
(KUA DAN DUKCAPIL) atau Notaris Sebagai Lembaga
yang diberi kewenangan mengesahkan Perjanjian
Perkawinan. serta Lembaga lainnya yang terkait dengan
Perkawinan.

Sebagai sumbangan bermanfaat bagi aparat penegak
hukum (Pengadilan Negeri) dalam menangani perkara

yang mungkin timbul pada Perjanjian Perkawinan.



D. Kerangka Teori
1. Teori Nilai Dasar Hukum
Menurut Gustav Radbruch, pencetus 3 (tiga) nilai dasar
hukum dari Jerman yang dikemukakannya pada era Perang
Dunia II. Mengatakan bahwa hukum yang baik mengandung
tujuan hukum berupa:'®
a. Keadilan Hukum (gerectigheit),

Di dalam keadilan terdapat aspek filosofis yaitu norma
hukum, nilai, keadilan, moral, dan etika. Hukum sebagai
pengemban nilai keadilan menjadi dasar dari hukum
sebagai hukum. Karenanya keadilan harus menjadi unsur
mutlak bagi hukum. Hukum tanpa keadilan adalah sebuah
aturan tidak pantas menjadi hukum.

b. Kemanfaatan Hukum (zwechmatigheid atau doelmatigheid
atau utility),

Kemanfaatan meninjau dari sudut sosiologis yaitu hukum
berfungsi sebagai alat untuk memberi manfaat atau berdaya
guna (utility) bagi masyarakat.

c. Kepastian Hukum (rechtmatigheid),

8Ali Ahmad. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan
(Judisialprudence) Termasuk Interprestasi Undang-Undang (Legisprudence). Hlm. 292.
Jakarta: Kencana Prenada Grup.



Kepastian meninjau dari sudut yuridis yaitu kepastian
hukum itu adalah kepastian dari adanya peraturan itu
sendiri atau kepastian peraturan.

Ketiga nilai dasar tersebut tidak selalu berada dalam
hubungan yang harmonis satu sama lain, keadilan bisa
bertabrakan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum.
Tuntunan kemanfaatan bisa juga bertabrakan dengan keadilan
dan kepastian hukum dan seterusnya. Sehingga ketiganya
mempunyai potensi untuk salig bertentangan dan menyebakan
adanya ketegangan antara nilai tersebut.'®

Penggunaan Teori tersebut untuk melihat Putusan MK no:
69/PUU-XIII/2015, apakah akan timbul Keadilan hukum,
Kemanfaatan hukum, serta Kepastian hukum.

. Teori Dasar Mengikat Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu
orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain
atau lebih.?° Perjanjian atau persetujuan yang dilakukan secara

sah oleh para pihak, berlaku sebagai undang-undang bagi para

pihak yang membuatnya.?! Adapun asas-asas Hukum yang

1pid.
20pasal 1313 KUHPerdata.
2lpasal 1338 KUHPerdata.



menjadi dasar mengikat dari suatu perjanjian yang dibuat oleh

para pihak yakni: %

a. Teori Kehendak (WilisTheorie): menurut teori ini yang
menjadi dasar mengikatnya perjanjian adalah kehendak
atau kemauan sejati dari para pihak. Pada dasarnya, untuk
melahirkan perjanjian harus ada kehendak atau kemauan.

b. Teori Pernyataan (VerklaringsTheorie): menurut teori ini,
agar kehendak dapat menjadi perjanjian, maka kehendak
tersebut harus dinyatakan. Sehingga menjadi dasar dari
terikatnya seseorang terhadap suatu perjanjian adalah apa
yang dinyatakan oleh orang tersebut.

c. Teori Kepercayaan (VertrouwensTheorie): menurut teori ini,
terbentuknya perjanjian bergantung pada kepercayaan
atau pengharapan yang muncul dari pihak lawan sebagai
akibat dari pernyataan yang diungkapkan.

Dalam membuat perjanjian perkawinan sebelum dan
pasca putusan mk no 69/PUU-XIII/2015 Lkehendak serta
pernyataan para pihak yang dituangkan dalam suatu akta
merupakan dasar mengikatnya perjanjian.

3. Teori Kewenangan
Kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang

diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan

’Herlien Budiono. 2010. Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapan di
Bidang Kenotariatan. Hlm. 76. Bandung: Citra Aditya.



peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur
jabatan yang bersangkutan.?® Jabatan memperoleh
kewenangan melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi, dan
mandat.

Teori kewenangan yang dimaksudkan dalam penelitian
ini adalah notaris memperoleh wewenang melalui artribusi®*
yang merupakan pemberian kewenangan pemerintah oleh
pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan, yang
artinya kewenangan tersebut melekat pada pejabat yang di tuju
atas jabatan yang diembannya.

Kewenangan notaris dalam membuat akta perjanjian
perkawinan yang otentik dapat kita lihat dalam Undang-undang
nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang
nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat 1
bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai
semua perbuatan, perjanjian, dan penetetapan yang diharuskan
oleh  peraturan perundang-undangan dan/atau yang
dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan
dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan
akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan

kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu

%Kamal Hidjaz. 2010. Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem
Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Hlm. 35. Makasar: Pustaka Refleksi.

24M.Luthfan Hadi Darus. 2017. Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan
Notaris. Hlm. 20. Jakarta: UllPress.



tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain
atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.?®
Kewenangan selanjutnya terdapat dalam pasal 29 UU no 1
tahun 1974 jo Putusan MK no 69 tahun 2015, pengesahan
terhadap perjanjian perkawinan dapat dilakukan oleh Pegawai
Pencatat Perkawinan atau Notaris.
4. Teori Asas-asas Putusan Peradilan yang baik

Sesuai dengan ketentuan pasal 178 HIR, Pasal RBG,
apabila pemerikssaan-pemeriksaan perkara selesai, Majelis
hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk
mengambil suatu putusan yang akan dijatuhkan.?® Adapun asas-
asas putusan peradilan yang baik:

1. Memuat dasar alasan yang jelas dan terperinci;
2. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan;

3. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan;
4. Diucapkan dimuka umum.

Berdasarkan uraian asas peradilan yang baik di atas
bentuk putusan yang baik itu harus mencerminkan kepastian
hukum terhadap segala putusan yang dibuat oleh hakim. Oleh
karena itu putusan yang di kemukakan oleh hakim harus adil

serta tidak memihak para pihak. Dalam hal ini teori asas-asas

®Habib Adjie. 2015. Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia. Hlm. 1.
Bandung: PT. Refika Aditama.

26 M.Yahya Harahap.2005. Hukum Acara Perdata. Hlm. 797. Jakarta: Sinar
Grafika.



perdilan yang baik digunakan untuk menjawab pembahasan
mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam
memutuskan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015.

E. Kerangka Konseptual
1. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai
harta pengurusan (beheer) atas harta benda perkawinan.
Perjanjian perkawinan merupakan akad yang dibuat oleh
pasangan calon pengantin sebelum perkawinan dilangsungkan,
yang isinya mengikat hubungan perkawinan keduanya
(pasangan pengantin). ?? Setelah Putusan MK no. 69/XIII-
PUU/2015 Perjanjian perkawinan dapat dibuat pasca
perkawinan berlangsung.

Perjanjian perkawinan merupakan salah satu bentuk
perjanjian pada umumnya. Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan
bahwa:

“perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang
atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
Hukum perjanjian adalah salah satu bagian dari hukum
perikatan, yaitu bagian hukum yang mengatur perikatan-
perikatan yang lahir dari perjanjian. Perjanjian adalah sumber
perikatan yang paling penting.”

Dalam hubungan hukum, perjanjian kawin merupakan

bagian dari hukum perjanjian terikat pada syarat sahnya

?’Rahmida Erliyani dan Fatma Surah. 2016. Aspek Hukum Perjanjian
Perkawinan. Hlm. 10-11. Yogyakarta: K-Media.



perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata untuk
sahnya perjanjian yaitu sebagai berikut :
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap;
3. Sesuatu hal tertentu;
4. Sesuatu sebab yang halal
Perubahan Perjanjian perkawinan hanya berupa
penambahan atau pengurangan isi dari perjanjian perkawinan,
sedangkan pencabutan perjanjian perkawinan mengakibatkan
hapusnya keseluruhan perjanjian perkawinan sehingga tejadi
hart campur.
. Harta Perkawinan
Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah
harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami
istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan
selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan
terdaftar atas nama siapa pun.?®
Menurut Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
pada prinsipnya harta kekayaan perkawinan adalah merupakan
satu kesatuan, artinya harta yang dibawa oleh suami dan istri
kedalam perkawinan bercampur menjadi satu, dengan nama

yang disebut Persatuan Harta Secara Bulat. Akan tetapi, apabila

kedua bela pihak menghendaki lain, maka dapat membuat

8K ompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf e.



perjanjian perkawinan menyimpang dari harta perkawinan
secara bulat tersebut.?

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, harta benda dalam perkawinan tercantum
pada Bab VII Pasal 35 dan pasal 36 sebagai berikut :

“Pasal 35 ayat (1): Harta benda yang diperoleh selama
perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 36 ayat (1):
Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak
atas persetujuan kedua belah pihak.”
3. Akta Perjanjian Perkawinan
Perjanjian perkawinan diantara kedua calon suami isteri
tersebut dibuat baik dalam bentuk tulisan atau akta, baik
dibawah tangan maupun dalam bentuk otentik yang dibuat
oleh seorang pejabat umum yang berwenang. Namun untuk
memberikan perlindungan yang maksimal dan mengikat
bagi pihak-pihak yang berkepentingan, perjanjian kawin
sebaiknya dibuat dalam bentuk akta otentik. Suatu akta otentik
adalah akta yang dibuat oleh Pejabat Umum vyang
berwenang untuk itu, seperti misalnya akta notariil yang
dibuat oleh Notaris, merupakan alat bukti yang kuat.

Dalam Pasal 147 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

(KUHPerdata), menyebutkan bahwa:

297, Andy Hartanto. 2017. Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut
Burgerlijk Wetbook dan Undang-Undang Perkawinan). Hlm. 148. Yogyakarta: LaksBang
PRESSindo.



“Perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris
sebelum perkawinan dilangsungkan, dan akan menjadi batal
bila tidak dibuat secara demikian”.

Berlakunya akta perjanjian perkawinan sesaat setelah
adanya kata sepakat. Calon suami-istri yang menandatangani
akta perjanjian perkawinan di anggap telah sepakat dengan isi

akta yang di buatnya.

Sahnya Perjanjian juga di atur pada Pasal 1338
KUHPerdata menyatakan sebagai berikut :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka vyang membuatnya. Suatu
perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat
kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-
undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus
dilaksanakan dengan itikad baik”.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi
Penjelasan mengenai Mahkamah Konstitusi terdapat dalam
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2011.
Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan
kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.°° Kewenangan

sebagaimana dimaksud UUD 1945 : yaitu “MK berwenang

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya

%pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.



bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”5!
Pasal 57 UU nomor 24 Tahun 2003 tentang MK menyatakan:
“Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya
menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian
undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
1945, materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang-
undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

Status suatu ketentuan dalam UU yang telah dinyatakan
tidak mempunyai hukum mengikat oleh MK Ketentuan atau
pasal tersebut tidak dapat digunakan lagi sebagai dasar hukum.
Bila ada pejabat negara atau warga negara yang masih tetap
menggunakan pasal atau UU yang telah dinyatakan tak
mengikat itu, berarti tindakannya tidak memiliki dasar hukum.

Dalam pasal 29 ayat 1,3,dan 4 UU Perkawinan dianggap
tidak berlaku dan sebagai gantinya Keputusan MK No 69/PUU-
XIII/2015 atas Perubahan UU pasal 29 ayat 1,3, dan 4 menjadi
UU yang baru dan Mengikat.

. Pejabat

Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang membuat
akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan
yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangandan atau

yang dikendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan

dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan

81Pasal 24C ayat 1 UUD 1945.



akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan
akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga
ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang
lain yang ditetapkan oleh undang-undang.%?

Notary is public official with the only authority to make
deeds of contracts, deals, or decisions, with are required by the
low to be formulated in an authenticated document. Notary is
also responsible to set the date of the deed, to save it, to give
the legitimate grosse or copies or partial cication of the deeds.
As long as the making of the deeds are not tasked to other
public officials and are only exlusive duty of the notary.*?

Pasal 1868 KUHPer, menyatakan bahwa: “akta otentik
adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh
undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai
umum yang berkuasa untuk itu, ditempatkan dimana akta itu
dibuatnya”*

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Dalam menjawab permasalahan yang ada, jenis

penelitian hukum normatif dengan didukung penelitian hukum

¥Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 15 Ayat (1).

%Deviana Yuanitasari. 2017. The Role of Public Notary in Providing Legal
Protection on Standard Contrac For indonesian Consumers. Sriwijaya Law Review.

%Soedaryo Soimin. 2014. Kitab undang-undang hukum perdata. Hlm. 468.
Jakarta: Sinar Grafika.



empiris, yang mana dalam proses penelitian ini mengabungkan

antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, tahap

pertama mengkaji mengenai hukum normatif (perundang-
undangan) yang berlaku, dan tahap kedua kajian empiris
berupa penerapan pada peristiwa hukum in concreto dalam
masyarakat.%®

Dengan demikian penelitian ini meliputi penelitian
terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, peraturan
perundang-undangan dan juga melakukan wawancara pada
pihak-pihak yang bersangkutan demi memperoleh data-data
yang dibutuhkan dalam penyelesaian permasalahan terkait
dengan Akta Perjanjian Perkawinan sebelum dan pasca putusan

Mahkamah Konstitusi nomor 59/PUU-XIII/2015.

2. Pendekatan Penelitian
Penelitian akan dilakukan menggunakan empat metoda
pendekatan untuk menjawab permasalahan yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach);
Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang
menggunakan telaah terhadap produk aturan hukum, baik
produk legislasi, seperti undang-undang, maupun produk

regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang

%Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Hlm. B52.
Bandung: Citra Aditya Bakti.



sedang ditangani.*® Pendekatan Perundang-undangan pada
tulisan ini untuk mendapat pemahaman mengenai peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan Akta Perjanjian
Perkawinan sebelum dan pasca putusan MK No 69/PUU-
XII1/20185.
b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach);

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-
pandangan dan doktrin-doktrin (pemikiran sarjana hukum)
yang berkembang di dalam ilmu hukum,
Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan
memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum,
maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.®’
Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji istilah yang
digunakan dalam peraturan perundang-undang tentang
Perjanjian Perkawinan, Harta dalam Perkawinan, Pejabat
yang berwenang serta Pengesahan dan peraturan
pelaksanaan lainnya yang digunakan dalam penelitian ini.
Sehingga dari pendekatan itu dapat mencegah terjadinya
salah penafsiran dalam menjawab permasalahan hukum

yang dikaji dalam tesis.

%peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Hlm. 133.
Jakarta: Prenadamedia Grup.
$Ipid., Hlm. 171.



c. Pendekatan Sejarah Hukum (Historical Approach);
Pendekatan sejarah dilakukan dalam kerangka pelacakan
sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan
demikian membantu peneliti memahami perubahan dan
perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum.3®
Melalui pendekatan sejarah seseorang diajak untuk
memasuki keadaan yang sebenarnya berkenaan dengan
penerapan suatu peristiwa Perjanjian Perkawinan pada saat
Undang-undang Perkawinan serta Pasca Putusan Mahkamah
Konsitusi Nomor 69/XIII-PUU/2015.

d. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach);
Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan
studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum
merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum dari
suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.

Pendekatan vyang dipergunakan dalam melakukan

perbandingan hukum bila dilihat dari objek studi

perbandingan hukum, yaitu dalam tesis ini perbandingan
antara UU Perkawinan pasal 29 ayat 1,3 dan 4 dengan

Putusan MK No 69/PUU-XIII/2015 atas Perubahan UU pasal

29 ayat 1,3, dan 4.

%Ibid., Hlm. 166.
$Ibid., Hlm. 172-173.



3. Sumber Bahan Penelitian
Bahan hukum penelitian meliputi sebagai berikut :
a. Bahan Penelitian Kepustakaan
Bahan Penelitian Kepustakaan merupakan bahan penelitian
hukum yang diperoleh melalui bahan pustaka, adapun
bahan penelitian hukum dapat digolongkan menjadi 3 (tiga)
yaitu:
1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang
mengikat, terdiri dari Norma atau kaedah dasar,
Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-undangan, serta
Yurisprudensi.** Bahan hukum primer terkait Perjanjian
Perkawinan meliputi :
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan.
3. PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974.
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011.

*9Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. Penelitian Hukum Normatif. Hlm.
29. Jakarta: Rajawali Press.



2)

3)

5. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 69/PUU/XII/2015
6. Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris.
7. Serta Aturan Hukum yang berkaitan dengan hubungan
Perjanjian Perkawinan.
Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku
dan diktat-diktat literatur berupa bahan-bahan hukum,
tulisan-tulisan hukum dalam bentuk buku, hasil-hasil
penelitian, disertasi, jurnal, makala, artikel*!, yang
berkaitan dengan Perdata, Perkawinan, Harta Benda
Perkawinan, Pejabat yang berwenang yang berkaitan
dengan objek penelitian yaitu Perjanjian Perkawinan.
Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier, yang terdiri dari bahan hukum
yang berisi penjelasan arti tentang berbagai istilah-itilah
yang terkait dengan objek penelitian ini, yaitu kamus

hukum dan kamus bahasa Indonesia.*?

b. Bahan Penelitian Lapangan

“1Ibid., Hlm. 32.

“2Ipid.



Bahan Penelitian Lapangan merupakan bahan hukum
penelitian yang diperoleh dari studi lapangan, yaitu dengan
melakukan wawancara. Wawancara dilakukan dengan staf
ataupun pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil kota Palembang, Pengadilan Negeri kelas 1
Palembang, serta Kantor Urusan Agama kecamatan

Sukarami.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian

Bahan Hukum vyang diperlukan dalam penulisan

penelitian ini ditempuh dengan studi kepustakaan dan studi

lapangan :

a.

Studi kepustakaan diperoleh dengan teknik Pengumpulan
penelitian ini dilakukan dengan cara penelusuran, dan studi
dokumen baik dengan cara konvensional maupun

menggunakan internet.*?

Dalam penulisan tesis 1ini
menggunakan sumber bahan hukum studi kepustakaan
untuk mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder, dan bahan hukum tersier.

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum
pendukung yang dilakukan penelitian di lapangan (field

research), dengan mengumpulkan literatur maupun data-

data baik melalui observasi maupun data-data lapangan

“Ibid.



melalui wawacara dengan beberapa informan yang
dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam
pengumpulan data primer di lapangan.*® Dengan
menerapkan teknik sampling, yaitu teknik sampling non
probabilitas adalah suatu teknik pengambilan sampling
dimana setiap manusia tidak mempunyai kesempatan yang
sama untuk dipilih jadi sampel, hanya saja jumlah subjek
atau orang-orang yang akan diteliti telah ditentukan
terlebih dahulu.*®

Dari teknik sampling non probabilitas maka cara
pengambilan sample ini dengan menggunakan purposive
sampling yang artinya pemilihan sekelompok subjek atas
ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai
sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat
populasi yang sudah diketahui sebelumnya.*® Dengan
purposive sampling maka cara untuk mendapatkan informasi
dari responden yang akan dituju melalui penarikan
wawancara yang bertujuan untuk mendalami permasalahan
yang menjadi objek penelitian yang diperoleh langsung
dari informan Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil kota Palembang, Pengadilan Negeri kelas 1

“Ibid., Hlm. 57.

*Amirudin dan Zainal Asikin. 2014. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Hlm.
103. Jakarta: Rajawali Pers.

*Ibid. Hlm. 106.



Palembang, serta Pejabat Kantor Urursan Agama kecamatan
Sukarami.
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum Penelitian

a. Teknik pengolahan penelitian bahan kepustakaan adalah
bahan-bahan hukum yang telah didapat yang terdiri dari
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan
hukum tersier dikelolah dengan cara membaca, menelaah
serta menganalisa buku-buku, peraturan perundang-
undangan serta dokumen yang berhubungan dengan
penulisan penelitian ini.*” Dengan teknik pengolahan
tersebut diharapkan akan diperoleh pemahaman yang tepat
mengenai Akta Perjanjian Perkawinan.

b. Bahan penelitian yang diperoleh dari studi lapangan berupa
wawancara, dimana dalam penelitian ini bahan hukum atau
informasi yang sudah dikumpulkan melalui proses tanya
jawab lisan dicatat atau direkam. Jenis wawancara ini adalah
wawancara yang menggunakan seperangkat pernyataan
baku. Urutan peranyaan, kata-katanya, dan cara penyajian
sama untuk setiap responden.*®

Hasil wawancara berupa catatan atau rekaman

tersebut mula-mula dibuat transkripsinya selanjutnya

*’Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Op.Cit. Hlm.163. Jakarta: Rajawali
Press.

“*Lexy . ]. Moleong. 2011. Metedologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Hlm. 188.
Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.



bahan hukum vyang di dapat diolah dengan cara
mengkalifikasi atau mengelompokkan bahan-bahan melalui
proses inventarisasi dan deskripsi sistematis bahan
penelitian dengan penghimpunan, manata dan
memaparkan bahan penelitian untuk menentukan aturan

hukum tersebut.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian

a.

Teknik analisis penelitian ini dilakukan dengan Penafsiran
(interprestasi) Hukum terhadap bahan-bahan hukum yang
telah didapat yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder, dan bahan hukum, antara lain: *°

1) Penafsiran Otentik atau penafsiran secara resmi, yaitu
penafsiran yang diberikan oleh pebentuk undang-
undang.

2) Penafsiran tata Bahasa (Gramatika), yaitu penafsiran
berdasarkan kata-kata yang dipakai dalam undang-
undang vyang bersangkutan, sebagaimana lazim
diartikan dalam bahasa sehari-hari.

3) Penafsiran sejarah perundang-undangan atau Sejarah
Hukum (penafsiran Historis), yaitu penafsiran denga
mencari riwayat terjadinya suatu undang-undang sejak

mulai dibuat.

*“Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Op.Cit. Hlm.164. Jakarta: Rajawali Press.



4) Penafsiran Sistematik, yaitu penafsiran denga cara
mempersatuka adanya hubungan antara satu pasal
dengan pasal yang lain dalam suatu undang-undang.

b. Teknik analisis data lapangan menggunakan sistem analisis
kualitatif, menurut Bogdan. Analisis data adalah proses
mencari dan menyusun secara sistematis data yang
diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan
bahan-bahan lain, sehingga dapat dipahami dengan mudabh,
dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.
Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data,
menjabarkan ke dalam wunit-unit, melakukan sintesis,
menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting untuk
dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat
diceritakan kepada orang lain.*° Tahapan analisis tersebut
dalam menyelesaikan persoalan hukum kongkrit yang
berkaitan dengan perjanjian perkawinan.

1. Teknik Penarikan Kesimpulan
Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini
menggunakan metoda berpikir deduktif yang diinteraksikan
dengan metoda berfikir induktif. Metoda berpikir deduktif
adalah penalaran berpikir yang menerapkan dari prinsip umum

untuk mencapai kesimpulan yang spesifik. Metoda induktif

%Robert Bogdan dan Steven | Taylor. 1993. Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian.
Hlm. 59. Surabaya: Usaha Nasional.



adalah penalaran menguji informasi yang spesifik, untuk
menarik suatu kesimpulan umum.®!

Metoda berpikir deduktif yang diinteraksikan dengan
metoda berfikir induktif tersebut melakukan telaah terhadap isu
yang dihadapi dalam perubahan Pasal 29 ayat 1,3 dan 4 UU

Perkawinan pada Putusan MK No. 69/XIII-PUU/2015.

1Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Hlm. 170. Op.Cit. Jakarta: Rajawali
Press.
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